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ABSTRACT 

This study aims to analyze the effectiveness of the enforcement of Aceh Qanun 

Number 6 of 2014 concerning the offenses of zina (adultery) and khalwat (seclusion 

between non-married individuals) by the Wilayatul Hisbah of Banda Aceh City and 

to examine the application of the principle of sadd al-dharī‘ah in preventing violations 

of Islamic law. This research is motivated by the importance of assessing how the 
legal provisions stipulated in the Qanun Jinayat are implemented in the practice of 

law enforcement within society. Although regulations concerning the offenses of zina 

and khalwat have a clear legal basis, their implementation continues to face various 

challenges related to law enforcement personnel, supporting facilities, and changes 
in social conditions. This study employs an empirical legal research method with a 
qualitative approach. Data were collected through interviews with officers of the 
Wilayatul Hisbah of Banda Aceh City and documentation studies concerning the 
implementation of the Qanun Jinayat. The analysis is based on Soerjono Soekanto’s 

theory of legal effectiveness and the concept of sadd al-dharī‘ah in Islamic law. The 

findings indicate that the Wilayatul Hisbah has carried out the enforcement of the 
Qanun Jinayat through patrols, supervision, guidance, and preventive approaches. 
However, the effectiveness of its implementation is still influenced by limitations in 
infrastructure, human resource capacity, and the evolving patterns of violations in 

the digital era. From the perspective of sadd al-dharī‘ah, preventive efforts through 

supervision and guidance represent a means of blocking the pathways leading to the 

occurrence of the offenses of zina and khalwat. 

 
Keywords: Qanun Jinayat, Wilayatul Hisbah, Legal Effectiveness, Sadd al-
Dharī‘ah, Khalwat. 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan Qanun Aceh 
Nomor 6 Tahun 2014 terhadap jarimah zina dan khalwat oleh Wilayatul Hisbah Kota 
Banda Aceh serta mengkaji penerapan prinsip sadd al-dzarī‘ah dalam upaya 
pencegahan pelanggaran syariat Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 
pentingnya melihat bagaimana ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam 

Qanun Jinayat diterapkan dalam praktik penegakan hukum di masyarakat. 
Meskipun regulasi mengenai jarimah zina dan khalwat telah memiliki dasar hukum 
yang jelas, pelaksanaannya tetap menghadapi berbagai tantangan dalam aspek 
aparat  penegak  hukum,  sarana  pendukung,  dan  perubahan  kondisi  sosial 
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masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan 
pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Wilayatul 
Hisbah Kota Banda Aceh serta studi dokumentasi terhadap pelaksanaan Qanun 
Jinayat. Analisis penelitian menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto 
serta konsep sadd al-dzarī‘ah dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Wilayatul Hisbah telah menjalankan penegakan Qanun Jinayat melalui 

patroli, pengawasan, pembinaan, dan pendekatan preventif. Namun, efektivitas 
pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana prasarana, kapasitas 
sumber daya manusia, serta perkembangan pola pelanggaran di era digital. Dalam 
perspektif sadd al-dzarī‘ah, upaya pencegahan melalui pengawasan dan pembinaan 
merupakan bentuk menutup jalan menuju terjadinya jarimah zina dan khalwat. 
 

 
Kata kunci: Qanun Jinayat, Wilayatul Hisbah, Efektivitas Hukum, Sadd al-Dzarī‘ah, 
Khalwat. 

 
Pendahuluan 

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan 

landasan hukum bagi penegakan hukum pidana Islam di Aceh, termasuk 

pengaturan mengenai jarimah khalwat dan zina. Dalam qanun tersebut, Wilayatul 

Hisbah (WH) diberikan kewenangan untuk melakukan patroli dan pengawasan 

preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam tanpa harus 

menunggu laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Qanun Jinayat 

(Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, 2014; Faiqah et al., 2025). Kewenangan tersebut 

diperkuat oleh Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 yang mengatur 

pelaksanaan tugas operasional Wilayatul Hisbah, termasuk kegiatan pengawasan 

dan razia di lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat terjadinya pelanggaran 

syariat, seperti hotel, penginapan, dan rumah kos (Peraturan Gubernur Aceh Nomor 

139 Tahun 2016, 2016). 

Secara normatif, Qanun Jinayat mengklasifikasikan khalwat dan zina sebagai 

jarimah yang memiliki konsekuensi hukum berbeda. Jarimah khalwat diancam 

dengan uqubat ta‘zir berupa cambuk paling banyak 10 kali, sedangkan jarimah zina 

dikenakan uqubat hudud berupa cambuk paling banyak 100 kali sebagaimana diatur 

dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Qanun Jinayat (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, 2014). 

Pembuktian terhadap kedua jarimah tersebut dapat dilakukan melalui pengakuan 

(iqrār), kesaksian (syahādah), maupun tertangkap tangan melalui patroli atau razia 

yang dilakukan oleh aparat Wilayatul Hisbah. Dengan konstruksi hukum demikian, 

pengawasan preventif dan patroli aktif menjadi instrumen penting dalam upaya 

mengefektifkan penegakan Qanun Jinayat (Muksalmina et al., 2023). 

Dalam konteks hukum pidana Islam di Aceh, jarimah zina dan khalwat 

dipandang sebagai perbuatan yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga 
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memiliki implikasi moral dan sosial. Zina dipahami sebagai hubungan seksual 

antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah, sedangkan 

khalwat merujuk pada keadaan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang 

bukan mahram di tempat yang memungkinkan terjadinya perbuatan zina. Kedua 

perbuatan ini dipandang dapat merusak tatanan sosial dan kehormatan individu 

sehingga sejak awal penerapan syariat Islam di Aceh ditempatkan sebagai isu yang 

mendapat perhatian serius dalam kebijakan hukum daerah (Amrullah, 2014).  

Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang diberi mandat menegakkan syariat 

Islam memiliki peran strategis dalam pencegahan dan penindakan jarimah zina dan 

khalwat. Tugas lembaga ini tidak hanya terbatas pada penindakan melalui razia atau 

penegakan sanksi, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan, pengawasan, dan 

pencegahan terhadap potensi pelanggaran syariat. Dalam praktiknya, pelaksanaan 

tugas tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti luasnya wilayah 

pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta dinamika sosial masyarakat perkotaan 

yang semakin kompleks. Kondisi ini turut memengaruhi pola penegakan Qanun 

Jinayat sehingga dalam beberapa periode jumlah kasus dapat mengalami 

penurunan, sementara pada periode lain justru terjadi peningkatan pelanggaran. 

Pengaturan mengenai jarimah zina dan khalwat dalam Qanun Jinayat 

merupakan bagian dari upaya pemerintah Aceh dalam menjaga ketertiban sosial dan 

moral masyarakat. Keberadaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak hanya 

berfungsi sebagai instrumen hukum dalam penindakan pelanggaran, tetapi juga 

sebagai landasan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan oleh aparat 

penegak syariat, khususnya Wilayatul Hisbah. Namun demikian, dalam praktiknya, 

implementasi qanun tersebut tidak selalu berjalan secara optimal. Berbagai kendala 

di lapangan masih dihadapi oleh aparat, mulai dari keterbatasan sumber daya, pola 

pengawasan yang belum maksimal, hingga faktor kesadaran masyarakat yang 

beragam terhadap norma-norma yang diatur dalam qanun tersebut (Muksalmina et 

al., 2023). 

Di sisi lain, keberadaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum 

Jinayat tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum secara tertulis, 

tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum 

dalam praktik (Hayani & Makinara, 2025). Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam pengawasan syariat Islam memiliki peran penting 

dalam menerjemahkan ketentuan Qanun Jinayat ke dalam bentuk pengawasan, 

pembinaan, pencegahan, dan penindakan terhadap jarimah zina dan khalwat. 

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang berkaitan 

dengan efektivitas penegakan hukum, baik dari aspek pemahaman dan kapasitas 

aparat, keterbatasan sarana prasarana, maupun perubahan kondisi sosial masyarakat 

(Furqan, 2026). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji efektivitas 

penegakan Qanun Jinayat oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh serta melihat 
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bagaimana prinsip sadd al-dzarī‘ah diterapkan sebagai upaya preventif dalam 

mencegah terjadinya jarimah zina dan khalwat. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan 

pendekatan kualitatif untuk mengkaji efektivitas penegakan Qanun Aceh Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat oleh Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh 

terhadap jarimah zina dan khalwat (Muhaimin, 2020). Pendekatan ini digunakan 

untuk melihat bagaimana ketentuan hukum yang telah diatur dalam Qanun Jinayat 

diterapkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam aspek 

pengawasan, pencegahan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran 

syariat Islam. Kajian normatif dalam penelitian ini tetap digunakan sebagai dasar 

untuk memahami ketentuan hukum yang mengatur jarimah khalwat dan zina serta 

kewenangan Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugasnya. 

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat Wilayatul Hisbah Kota 

Banda Aceh yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan penegakan Qanun 

Jinayat. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan 

patroli, metode pencegahan, pemahaman aparat terhadap ketentuan hukum, serta 

hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas di lapangan. Sementara itu, data 

sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-

undangan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber lain yang berkaitan dengan Qanun 

Jinayat, efektivitas hukum, dan prinsip sadd al-dzarī‘ah (Nasution, 2023, p. 34). 

 
Pembahasan 

 
Pengaturan Khalwat dan Zina dalam Qanun Jinayat Aceh 

 
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan dasar 

hukum utama dalam penegakan syariat Islam di Aceh yang mengatur berbagai 

bentuk jarimah, termasuk jarimah khalwat dan zina. Keberadaan qanun ini 

merupakan implementasi dari kekhususan Aceh dalam menyelenggarakan 

kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat Islam sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan terhadap jarimah 

khalwat dan zina bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, kehormatan, serta 

moralitas masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Muksalmina et 

al., 2023). 

Dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khalwat diartikan sebagai 

perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang atau lebih yang berlainan jenis, bukan 

mahram, tanpa ikatan perkawinan yang sah, yang mengarah pada perbuatan zina. 

Sementara itu, zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan 
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tanpa ikatan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Qanun Jinayat 

(Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 2014). Terhadap kedua 

jarimah tersebut, qanun telah menetapkan bentuk uqubat yang berbeda sesuai 

dengan tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Pengaturan tersebut 

menunjukkan bahwa Qanun Jinayat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen 

pemberian sanksi, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap nilai-nilai yang 

dijunjung dalam masyarakat Aceh. 

Penempatan khalwat sebagai jarimah tersendiri mencerminkan orientasi 

pencegahan dalam hukum pidana Islam di Aceh. Khalwat dipandang sebagai salah 

satu faktor yang dapat membuka jalan terjadinya zina, sehingga pengaturannya 

dimaksudkan untuk menutup peluang terjadinya pelanggaran yang lebih serius. 

Prinsip ini sejalan dengan konsep sadd al-dzarī‘ah dalam hukum Islam yang 

menekankan pentingnya menutup sarana yang dapat mengantarkan pada perbuatan 

terlarang, sebagaimana dijelaskan oleh Maulida (2024) dan dikembangkan lebih 

lanjut dalam kajian hukum Islam kontemporer (Maulida et al., 2024). Dengan 

demikian, pengaturan khalwat dan zina dalam Qanun Jinayat menunjukkan 

keterkaitan antara norma hukum positif dan prinsip pencegahan dalam syariat 

Islam. 

Penegakan ketentuan mengenai jarimah khalwat dan zina tidak dapat 

dipisahkan dari peran Wilayatul Hisbah sebagai aparat pengawas syariat Islam. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan 

Wilayatul Hisbah Aceh, lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan 

pengawasan, patroli, pembinaan, serta penindakan awal terhadap dugaan 

pelanggaran syariat Islam (Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016, 2016). 

Dengan demikian, keberadaan Wilayatul Hisbah menjadi bagian penting dalam 

memastikan ketentuan yang telah diatur dalam Qanun Jinayat dapat diterapkan 

secara efektif di tengah masyarakat. 

Dalam konteks penegakan hukum, keberhasilan suatu peraturan tidak hanya 

ditentukan oleh kejelasan norma yang terkandung di dalamnya, tetapi juga oleh 

kemampuan aparat dalam menerapkan aturan tersebut secara konsisten. Oleh 

karena itu, pengaturan mengenai jarimah khalwat dan zina dalam Qanun Jinayat 

perlu dilihat tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari bagaimana ketentuan 

tersebut dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah dalam praktik penegakan hukum 

sehari-hari (Faiqah et al., 2025). Perspektif ini penting untuk menilai sejauh mana 

tujuan pembentukan Qanun Jinayat dapat diwujudkan melalui pelaksanaan tugas 

dan kewenangan aparat penegak hukum di lapangan(Dm et al., 2025).  
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Efektivitas Penegakan Hukum dan Peran Wilayatul Hisbah 

 
Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma 

hukum yang mengatur suatu perbuatan, tetapi juga oleh kemampuan aparat 

penegak hukum dalam menerapkan norma tersebut secara konsisten di lapangan. 

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta 

budaya hukum (Soekanto, 2014). Dalam konteks penelitian ini, Wilayatul Hisbah 

Kota Banda Aceh merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam 

menerjemahkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ke dalam bentuk 

pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap jarimah zina dan khalwat. 

Dari sisi substansi hukum, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah 

memberikan dasar hukum yang mengatur secara eksplisit mengenai jarimah khalwat 

dan zina, termasuk jenis perbuatan, sanksi, serta mekanisme pembuktiannya. Selain 

itu, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 turut memperjelas kedudukan 

dan kewenangan Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan dan penegakan 

syariat Islam. Namun demikian, dalam perspektif teori hukum, keberadaan norma 

yang tertulis tidak serta-merta menjamin efektivitas penegakan hukum di lapangan. 

Montesquieu menekankan bahwa hukum yang baik harus dirumuskan 

dengan bahasa yang jelas, tidak multitafsir, dan mudah dipahami oleh masyarakat 

agar dapat dilaksanakan secara efektif (Montesquieu, 1748). Dalam konteks Qanun 

Jinayat, meskipun pengaturan mengenai jarimah khalwat dan zina telah disusun 

secara sistematis, dalam praktiknya masih terdapat potensi perbedaan penafsiran, 

khususnya terkait batasan ruang privat, indikator “keadaan yang memungkinkan 

terjadinya zina”, serta standar pembuktian dalam penindakan. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa aspek kejelasan norma (clarity of law) menjadi faktor penting 

yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi qanun di lapangan, selain faktor 

aparat dan masyarakat itu sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Furqan selaku staf bidang Penegakan 

Syariat Islam (PSI) Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pelaksanaan pengawasan 

dilakukan melalui patroli rutin yang dilaksanakan setiap hari, mulai dari pagi, siang, 

sore, hingga malam hari. Patroli tersebut dilakukan pada lokasi-lokasi yang dinilai 

memiliki potensi terjadinya pelanggaran syariat Islam (Furqan, 2026). Kehadiran 

aparat di lapangan tidak hanya bertujuan untuk menemukan pelanggaran, tetapi 

juga sebagai bentuk pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan ketentuan Qanun Jinayat. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

fungsi Wilayatul Hisbah tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui 

pengawasan yang berkelanjutan. 

Dari aspek aparat penegak hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh telah memiliki jumlah personel yang relatif 
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memadai untuk menjalankan tugas pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Amri selaku Kasi oprasional Penegakan Syariat Islam, pada tahun 2026 

jumlah personel mencapai 99 orang dengan dukungan beberapa pejabat struktural 

dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) (Amri, 2026). Namun demikian, efektivitas 

penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel, melainkan juga 

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Amri, tidak seluruh personel memiliki latar belakang pendidikan hukum atau 

syariah. Sebagian personel berasal dari latar belakang pendidikan umum sehingga 

pemahaman terhadap hukum jinayat diperoleh melalui pengalaman kerja, 

pembinaan internal, maupun seminar yang pernah diselenggarakan oleh Wilayatul 

Hisbah Provinsi Aceh (Amri, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia masih menjadi aspek penting dalam mendukung 

efektivitas penegakan hukum. 

Selain faktor aparat, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh 

ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Hasil wawancara menunjukkan 

bahwa penambahan jumlah personel dalam beberapa tahun terakhir belum 

sepenuhnya diikuti dengan penambahan fasilitas operasional yang memadai. 

Keterbatasan kendaraan patroli menyebabkan penggunaan fasilitas dilakukan secara 

bergantian melalui sistem pembagian shift. Selain itu, beberapa fasilitas pendukung 

lainnya juga masih terbatas dan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah 

daerah dalam menyediakan dukungan anggaran. Dalam perspektif teori efektivitas 

hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sarana dan 

prasarana masih menjadi faktor yang memengaruhi optimal atau tidaknya 

pelaksanaan tugas pengawasan oleh Wilayatul Hisbah (Soekanto, 2014). 

Efektivitas penegakan hukum juga berkaitan erat dengan kondisi masyarakat 

sebagai objek sekaligus subjek hukum. Dalam perspektif teori kepatuhan hukum 

yang dikemukakan oleh Herbert C. Kelman, kepatuhan dapat dibedakan menjadi 

tiga bentuk, yaitu compliance (kepatuhan karena takut sanksi), identification 

(kepatuhan karena ingin menjaga hubungan sosial), dan internalization (kepatuhan 

karena kesadaran nilai) (Kelman, 1958). Bedasarkan hasil wawancara dengan 

Furqan, dalam konteks Aceh, kepatuhan terhadap Qanun Jinayat masih 

menunjukkan variasi di antara ketiga bentuk tersebut, di mana sebagian masyarakat 

patuh karena faktor sanksi, sementara sebagian lainnya telah mencapai tahap 

internalisasi nilai-nilai syariat. Aparat Wilayatul Hisbah menilai telah terjadi 

perubahan sikap masyarakat dibandingkan masa awal penerapan Qanun Jinayat. 

Jika sebelumnya masyarakat cenderung lebih mudah menerima teguran dari aparat, 

saat ini sebagian masyarakat menganggap pelanggaran tertentu sebagai sesuatu 

yang biasa sehingga respons terhadap pengawasan menjadi berbeda. Perubahan 

tersebut menunjukkan adanya pergeseran budaya hukum masyarakat yang turut 

memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dalam kondisi demikian, pendekatan 
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yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah tidak lagi semata-mata mengandalkan 

penindakan, tetapi juga menekankan pembinaan dan edukasi hukum kepada 

masyarakat. 

Wilayatul Hisbah memiliki peran strategis sebagai aparat penegak syariat 

Islam yang menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial. Dalam teori 

efektivitas hukum, aparat penegak hukum menempati posisi sentral karena berperan 

langsung dalam menerjemahkan ketentuan normatif ke dalam tindakan konkret 

(Soekanto, 2014). Namun demikian, efektivitas peran tersebut tidak hanya 

ditentukan oleh keberadaan aparat, tetapi juga oleh tingkat pemahaman aparat 

terhadap substansi hukum yang ditegakkan. Dalam perspektif teori penegakan 

hukum, aparat tidak sekadar berfungsi sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai 

penafsir hukum di tingkat praktis (law in action) (Rahardjo, S., 2009). Oleh karena 

itu, perbedaan pemahaman terhadap norma hukum, termasuk dalam menafsirkan 

batasan khalwat atau indikator terjadinya pelanggaran, dapat memengaruhi 

konsistensi dan kualitas penegakan hukum di lapangan. 

Di sisi lain, berbagai kajian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya 

manusia, sarana pendukung, serta luasnya wilayah pengawasan dapat  

memengaruhi intensitas patroli dan pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul 

Hisbah (Faiqah et al., 2025; Hayani & Makinara, 2025). Selain itu, belum optimalnya 

strategi sosialisasi hukum kepada masyarakat juga menjadi kendala dalam 

meningkatkan kesadaran hukum publik. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan 

jarak antara tujuan normatif Qanun Jinayat dan capaian penegakan hukum di 

lapangan, tanpa harus serta-merta dipahami sebagai kegagalan regulasi itu sendiri, 

melainkan sebagai tantangan dalam proses implementasi hukum yang melibatkan 

aspek struktural, kultural, dan substansial secara bersamaan. 

 
Hambatan Penegakan Qanun Jinayat terhadap Jarimah Khalwat dan Zina 

 
Pelaksanaan penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering menghadapi 

berbagai hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan suatu peraturan. 

Begitu pula dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap jarimah 

zina dan khalwat, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh menghadapi sejumlah kendala 

yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Hambatan tersebut perlu 

diperhatikan karena secara langsung memengaruhi kemampuan aparat dalam 

menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran 

syariat Islam. 
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Tahun Khalwat Zina Total 

2021 87 0 87 

2022 92 0 92 

2023 72 0 72 

2024 63 0 63 

2025 22 (20 bina + 2 cambuk) 6 28 

2026 71 4 75 

 
Berdasarkan data pelanggaran Qanun Jinayat yang diperoleh dari Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, jumlah kasus khalwat 

menunjukkan pola yang tidak konsisten menurun selama periode 2021–2026. Pada 

tahun 2021 tercatat sebanyak 87 kasus khalwat, kemudian meningkat menjadi 92 

kasus pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 jumlah kasus menurun menjadi 72 

kasus dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 63 kasus. Pada tahun 2025 

terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 20 kasus dengan 2 kasus bina 

cambuk, sebelum kembali meningkat pada tahun 2026 menjadi 71 kasus. Sementara 

itu, kasus zina menunjukkan jumlah yang relatif lebih sedikit dibandingkan khalwat. 

Pada tahun 2025 tercatat 6 kasus zina dan pada tahun 2026 tercatat 4 kasus zina 

(Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa 

penegakan Qanun Jinayat terhadap jarimah khalwat dan zina belum menunjukkan 

pola penurunan yang konsisten, melainkan mengalami perubahan dari tahun ke 

tahun sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang. 

Dari aspek internal, salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan 

sarana dan prasarana pendukung operasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Yusmansyah selaku Kasi pembinaan dan pengawasan Syariat Islam, penambahan 

jumlah personel Wilayatul Hisbah tidak sepenuhnya diikuti oleh penambahan 

fasilitas operasional yang memadai. Keterbatasan kendaraan patroli menyebabkan 

penggunaan fasilitas harus dilakukan secara bergantian melalui sistem pembagian 

shift (Yusmansyah, 2026). Selain itu, beberapa kebutuhan penunjang lainnya juga 

masih bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan 

dukungan anggaran. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi jangkauan dan 

intensitas pengawasan yang dapat dilakukan oleh aparat di lapangan. 

Hambatan internal lainnya berkaitan dengan sumber daya manusia. 

Meskipun sebagian besar personel memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas, 

tidak seluruh aparat memiliki latar belakang pendidikan hukum atau syariah. 

Perbedaan latar belakang pendidikan tersebut dapat memengaruhi tingkat 

pemahaman terhadap ketentuan hukum jinayat, khususnya dalam menangani 

kasus-kasus yang membutuhkan penafsiran hukum secara tepat. Oleh karena itu, 
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peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, seminar, maupun 

pembinaan hukum secara berkelanjutan menjadi kebutuhan penting dalam 

mendukung profesionalitas aparat Wilayatul Hisbah. 

Selain faktor internal, terdapat pula hambatan eksternal yang berasal dari 

perubahan kondisi sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, aparat 

Wilayatul Hisbah menilai bahwa sebagian masyarakat saat ini cenderung memiliki 

pandangan yang berbeda terhadap pelanggaran syariat dibandingkan masa-masa 

sebelumnya. Jika dahulu masyarakat relatif lebih mudah menerima teguran dan 

arahan dari aparat, saat ini terdapat kecenderungan sebagian masyarakat 

menganggap beberapa bentuk pelanggaran sebagai sesuatu yang biasa. Kondisi 

tersebut menunjukkan adanya perubahan budaya hukum yang memengaruhi 

tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Qanun Jinayat. 

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui teori kepatuhan hukum yang 

dikemukakan oleh Herbert C. Kelman yang membagi kepatuhan hukum ke dalam 

tiga bentuk, yaitu compliance, identification, dan internalization (Kelman, 1958). Dalam 

konteks masyarakat Aceh, kepatuhan terhadap Qanun Jinayat tampaknya masih 

banyak berada pada tahap compliance, yaitu kepatuhan karena adanya ancaman 

sanksi atau pengawasan aparat. Hal ini terlihat dari kecenderungan menurunnya 

kontrol sosial ketika pengawasan aparat berkurang. Sementara itu, tingkat 

internalization atau kepatuhan yang lahir dari kesadaran nilai belum sepenuhnya 

terbentuk secara merata dalam masyarakat (Yusmansyah, 2026). Kondisi tersebut 

menyebabkan pelanggaran tetap berpotensi terjadi meskipun regulasi dan 

pengawasan telah diterapkan. 

Perkembangan teknologi dan media digital juga menjadi tantangan baru 

dalam pelaksanaan pengawasan. Kemudahan akses informasi melalui internet dan 

media sosial membuka peluang munculnya berbagai bentuk pelanggaran yang lebih 

sulit dideteksi melalui metode pengawasan konvensional. Menurut hasil wawancara, 

perkembangan teknologi berjalan lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi 

maupun metode pengawasan untuk beradaptasi (Yusmansyah, 2026). Kondisi ini 

menuntut adanya inovasi baru dalam strategi pencegahan dan pengawasan agar 

penegakan Qanun Jinayat tetap mampu menjawab tantangan yang muncul seiring 

perkembangan zaman. 

Selain keterbatasan dalam pengawasan berbasis digital, efektivitas penegakan 

hukum oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh juga menghadapi kendala dalam hal 

pengawasan langsung di lokasi rawan. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan 

lapangan, pelanggaran khalwat dan zina kerap terjadi di kawasan wisata seperti 

Pantai Ulee Lheue yang memiliki tingkat kunjungan masyarakat cukup tinggi. 

Namun demikian, pengawasan yang dilakukan masih melalui patroli rutin tanpa 

didukung oleh keberadaan pos pengawasan tetap. Berbeda dengan aparat kepolisian 

yang dalam situasi tertentu menempatkan pos jaga di titik rawan sebagai bentuk 
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pencegahan langsung, Wilayatul Hisbah belum memiliki fasilitas serupa. Ketiadaan 

pos pengawasan ini berimplikasi pada terbatasnya efek kehadiran aparat secara 

kontinu di lapangan, sehingga potensi pelanggaran tetap terbuka ketika patroli tidak 

berlangsung. Padahal, keberadaan pos jaga secara permanen dapat memberikan efek 

preventif yang lebih kuat melalui kehadiran simbolik aparat, yang secara psikologis 

mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa selain penguatan kapasitas digital, diperlukan pula inovasi 

dalam strategi pengawasan langsung di lapangan guna meningkatkan efektivitas 

pencegahan pelanggaran di lokasi-lokasi rawan. 

Meskipun demikian, aparat Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tetap 

melakukan berbagai upaya pengawasan melalui patroli rutin yang dilaksanakan 

setiap hari pada pagi, siang, sore, hingga malam hari. Dalam wawancara, Furqan 

mengibaratkan pola pengawasan tersebut seperti “memotong rumput”, di mana 

pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus agar pelanggaran tetap berada 

dalam kontrol. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengawasan preventif 

dipandang sebagai langkah penting dalam menjaga stabilitas penegakan hukum 

terhadap jarimah khalwat dan zina (Furqan, 2026). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan penegakan 

Qanun Jinayat terhadap jarimah zina dan khalwat tidak hanya berasal dari faktor 

kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan perkembangan 

teknologi. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum memerlukan 

dukungan yang tidak hanya berfokus pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada 

penguatan sarana pendukung, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta 

pembangunan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan. 

 
Pencegahan melalui Prinsip Sadd al-Dzarī‘ah 

 

Prinsip sadd al-dzarī‘ah merupakan salah satu metode dalam hukum Islam 

yang berfungsi untuk menutup jalan atau sarana yang dapat mengantarkan 

seseorang kepada perbuatan yang dilarang. Secara konseptual, prinsip ini bertujuan 

mencegah terjadinya mafsadat sebelum suatu pelanggaran benar-benar terjadi 

(Syarifuddin, A., 2014). Dalam kajian ushul fikih, sadd al-dzarī‘ah dipahami sebagai 

langkah preventif yang dilakukan demi menjaga kemaslahatan masyarakat dan 

melindungi tujuan utama syariat Islam (NU Online, 2021). Oleh karena itu, prinsip 

ini tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga 

menekankan pentingnya pencegahan terhadap faktor-faktor yang berpotensi 

melahirkan pelanggaran hukum (Washil, 2024). Dalam konteks jarimah khalwat dan 

zina, prinsip sadd al-dzarī‘ah menjadi relevan karena kedua perbuatan tersebut 

umumnya diawali oleh interaksi dan situasi tertentu yang membuka peluang 

terjadinya pelanggaran syariat. Dengan demikian, pengawasan terhadap ruang 
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sosial, pola interaksi, dan aktivitas masyarakat dapat dipahami sebagai bagian dari 

upaya preventif untuk menutup jalan menuju terjadinya jarimah. 

Dalam  perspektif  maqāṣid  al-syarī‘ah,  penerapan  prinsip  sadd  al-dzarī‘ah 

berkaitan erat dengan tujuan menjaga kehormatan (ḥifẓ al-‘irḍ), menjaga keturunan 

(ḥifẓ al-nasl), serta menjaga moralitas sosial masyarakat. Prinsip ini menempatkan 

pencegahan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan 

mencegah kerusakan moral yang lebih luas (Khallaf, A. W., 2014). Oleh karena itu, 

penerapan Qanun Jinayat di Aceh, khususnya terkait pengawasan terhadap jarimah 

khalwat dan zina, dapat dipahami sebagai bentuk implementasi dari prinsip 

preventif dalam hukum Islam. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada 

pemberian sanksi setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga melalui pengawasan dan 

pembinaan agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang. 

Dalam konteks ini, patroli rutin yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda 

Aceh dapat dipahami sebagai bentuk nyata penerapan sadd al-dzarī‘ah karena 

bertujuan mencegah munculnya peluang terjadinya khalwat dan zina di ruang 

publik maupun tempat-tempat yang dianggap rawan pelanggaran. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Furqan Mailany selaku staf bidang 

Penegakan Syariat Islam di Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pendekatan 

preventif lebih diutamakan dalam praktik penegakan hukum saat ini dibandingkan 

pendekatan represif. Menurutnya, aparat lebih mengedepankan teguran dan 

pembinaan secara langsung di lapangan sebelum melakukan tindakan yang lebih 

keras (Furqan, 2026). Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan strategi 

penegakan hukum yang lebih persuasif dan edukatif dalam menghadapi perubahan 

karakter masyarakat modern. Dalam perspektif sadd al-dzarī‘ah, pendekatan preventif 

ini menjadi penting karena tujuan utama yang ingin dicapai bukan semata-mata 

menghukum pelaku, melainkan mencegah masyarakat agar tidak sampai melakukan 

pelanggaran. Dengan demikian, patroli rutin yang dilakukan setiap pagi, siang, sore, 

hingga malam hari tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial, tetapi juga sebagai 

bentuk pencegahan aktif terhadap peluang terjadinya jarimah khalwat dan zina. 

Namun  demikian,  penerapan  prinsip  sadd  al-dzarī‘ah  dalam  konteks 

masyarakat modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat 

perkembangan teknologi digital dan perubahan pola interaksi sosial masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara, Furqan menjelaskan bahwa perkembangan teknologi 

mempermudah masyarakat dalam mengakses tempat-tempat yang berpotensi 

menjadi lokasi pelanggaran melalui media sosial dan komunikasi digital. Kondisi ini 

menyebabkan pola pelanggaran menjadi lebih sulit terdeteksi karena tidak lagi 

sepenuhnya berlangsung di ruang fisik yang mudah diawasi oleh aparat. Dalam 

konteks ini, prinsip sadd al-dzarī‘ah menuntut adanya inovasi baru dalam metode 

pencegahan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Jika sebelumnya 

pengawasan lebih efektif dilakukan melalui patroli langsung di lapangan, maka 
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pada era digital dibutuhkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan 

teknologi dan pola komunikasi masyarakat modern. Hal ini menunjukkan bahwa 

implementasi prinsip pencegahan dalam hukum Islam harus mampu menyesuaikan 

diri dengan dinamika sosial yang terus berkembang agar tujuan perlindungan 

terhadap masyarakat tetap dapat tercapai secara efektif. 

Selain  itu,  efektivitas  penerapan  prinsip  sadd  al-dzarī‘ah  juga  sangat 

bergantung pada dukungan masyarakat dan tingkat kesadaran hukum publik. 

Pencegahan terhadap jarimah khalwat dan zina tidak dapat sepenuhnya dibebankan 

kepada aparat penegak hukum semata, melainkan membutuhkan partisipasi sosial 

yang aktif dari masyarakat (Shavira et al., 2025). Dalam wawancara yang dilakukan, 

Furqan menyatakan bahwa salah satu tantangan utama saat ini adalah perubahan 

cara pandang sebagian masyarakat yang mulai menganggap pelanggaran tertentu 

sebagai hal yang biasa (Furqan, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan adanya 

perubahan budaya hukum yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan dan 

pencegahan. Oleh karena itu, penerapan sadd al-dzarī‘ah tidak hanya membutuhkan 

patroli dan pengawasan formal, tetapi juga memerlukan penguatan kesadaran moral 

dan edukasi hukum secara berkelanjutan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, 

sosialisasi Qanun Jinayat kepada masyarakat, sekolah, dan lingkungan sosial  

menjadi bagian penting dari strategi preventif untuk membangun kesadaran hukum 

yang lebih kuat di tengah perubahan sosial yang terus berkembang. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa berbagai langkah yang 

dilakukan oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, seperti patroli rutin, pembinaan, 

teguran, dan sosialisasi hukum, pada dasarnya merupakan bentuk implementasi 

prinsip sadd al-dzarī‘ah dalam penegakan Qanun Jinayat. Pendekatan preventif 

tersebut menunjukkan bahwa tujuan penegakan hukum tidak hanya berorientasi 

pada pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga pada 

upaya mencegah munculnya sebab-sebab yang dapat mengantarkan masyarakat 

kepada jarimah zina dan khalwat. Dengan demikian, prinsip sadd al-dzarī‘ah menjadi 

landasan yang relevan dalam mendukung efektivitas penegakan Qanun Jinayat di 

Kota Banda Aceh. 

 
Kesimpulan 

 
Penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap jarimah zina dan 

khalwat oleh Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada dasarnya telah berjalan sesuai 

dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini 

terlihat dari pelaksanaan patroli rutin, pengawasan, pembinaan, serta tindakan 

preventif yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjaga ketertiban dan 

kepatuhan masyarakat terhadap syariat Islam. Ditinjau dari teori efektivitas hukum 

Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan Qanun Jinayat dipengaruhi oleh beberapa 
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faktor, yaitu aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta kondisi masyarakat 

dan budaya hukum yang berkembang di Kota Banda Aceh. 

Dalam pelaksanaannya, Wilayatul Hisbah masih menghadapi sejumlah 

hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi 

keterbatasan sarana dan prasarana operasional serta perlunya peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia aparat. Sementara itu, hambatan eksternal berkaitan dengan 

perubahan perilaku masyarakat, menurunnya sensitivitas terhadap pelanggaran 

tertentu, serta perkembangan teknologi digital yang menghadirkan tantangan baru 

dalam pengawasan. Dalam perspektif sadd al-dzarī‘ah, berbagai langkah preventif 

yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah, seperti patroli, pembinaan, teguran, dan 

sosialisasi hukum, merupakan bentuk upaya menutup jalan yang dapat mengarah 

pada terjadinya jarimah zina dan khalwat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas 

kelembagaan, dukungan sarana yang memadai, serta peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan Qanun 

Jinayat di masa mendatang. 
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